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Abstrak

Pemberian nama pada anak bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat desa, msih dijumpai rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pemberian nama tersebut yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta potensi permasalahan hukum administratif di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pengurusan akta kelahiran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pemahaman tersebut dalam praktik administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesionar dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

Kata Kunci:Pemberian Nama Anak,Administrasi Kependudukan,Permendagri Nomor 73 Tahun 2022;,Pemahaman Masyarakat,Hak Identitas Anak

Abstract

Naming children is an important part of fulfilling children's identity rights which have legal consequences in the population administration system. Permendagri Number 73 of 2022 which regulates the recording of names on population documents such as ID cards, family cards and birth certificates. The main problem in this study is that at the village community level, there is still a low understanding of the naming provisions which then has an impact on the inhibition of the birth registration process and potential administrative legal problems in the future. This condition shows that there is a gap between legal norms and the implementation of birth certificate management. To find out the level of understanding of the people of Sungai Raya Village towards the provisions for naming children based on Permendagri Number 73 of 2022 and identify factors influencing this understanding in population administration practices. This research is a normative-empirical legal research with a legislative approach and a sociological approach. Primary data was obtained through the distribution of questionnaires and interviews to the people of Sungai Raya Village, while secondary data was obtained from laws and regulations, legal literature, and population administration documents. Data analysis was carried out qualitatively descriptively.

Keywords:  Naming of Children,Population Administration, Permendagri Number 73 of 2022,Community Understanding,Children's Identity Rights
A. Pendahuluan
Pemberian nama anak merupakan bagian dari hak identitas anak yang penting dalam sistem administrasi kependudukan (Moodoeto et al., 2025; Suharti et al., 2025). Nama yang dicatatkan secara resmi pada akta kelahiran menjadi dasar bagi anak (Maskur et al., 2024)  untuk memperoleh berbagai hak sipil, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Sukranatha & Ari Atu Dewi, 2018). Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kepastian hukum identitas anak (Yulianto, 2025), pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Wafiya, 2025). Peraturan ini mengatur secara teknis ketentuan pemberian nama, antara lain mengenai jumlah kata, penggunaan huruf, larangan penggunaan angka, simbol, maupun gelar akademik dalam nama anak (Sr, 2023). Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan praktik pencatatan nama sekaligus mencegah permasalahan administratif (Pratiwi & Rahman, 2025) di kemudian hari.

Urgensi persoalan ini tergambar jelas dari data nasional Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 17 tahun di Indonesia baru mencapai 94,6% (KumparanNews, 2026). Pernyataan ini memiliki arti bahwa sekitar 4,5 juta anak di seluruh Indonesia masih belum memiliki dokumen idenittas hukum (Nadira, 2026). Kesenjangan capaian antarwilayah juga terlihat, karena sejumlah provinsi mencatat tingkat kepemilikan akta kelahiran masih dibawah 90% sementara provinsi lain mendekati agka 99% (Diahwhyuningtyas & Adit, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah pusat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat integrasi sistem pencatatan kelahiran melalui digitalisasi layanan.  Percepatan administratif ini juga harus diimbangi dengan pemahaman masyar (Eka Nurtiara et al., 2025)ajat mengenai substansi ketentuan hukum yang mengatur pencatatan nama itu sendiri. 
Ketentuan hukum mengenai hal ini telah berlaku, walaupun realitasnya dalam praktik masih ditemukan permasalahan di tingkat masyarakat yang belum memahami adanya ketentuan hukum mengenai pemberian nama anak, sehingga sering kali terjadi penolakan atau revisi dalam proses pencatatan kelahiran akibat ketidaksesuaian nama dengan ketentuan Permendagri (Priadi & Roza, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in the books) dan praktik sosial masyarakat (law in action) (Rasya & Triadi, 2024), seperti batasan jumlah kata, penggunaan huruf, serta larangan penggunaan angka dan simbol. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pencatatan kelahiran (Yulianto, 2025) ini sering menimbulkan kendala dalam proses pencatatan kelahiran dan berpotensi menghambat pemenuhan hak identitas anak (Sulastri et al., 2025).

Desa Sungai Raya sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan tingkat literasi hukum yang beragam menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji permasalahan ini (Barezi, 2021). Kondisi mengenai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemberian nama anak berpotensi menghambat pemenuhan hak identitas anak serta tujuan besar administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan Desa Sungai Raya relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang ini maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022? Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut dalam praktik administrasi kependudukan?

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada isu administrasi kependudukan secara umum, seperti pencatatan kelahiran (Mansien, 2020) kepemilikan akta kelahiran (Karim, 2021), dan perlindungan hak identitas anak. Beberapa studi menyoroti hambatan struktural dan administratif dalam pencatatan sipil (Priadi & Roza, 2025), namun masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji ketentuan pemberian nama anak sebagai objek kajian utama, terutama pasca diberlakukannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang fokus pada aspek pemahaman masyarakat desa terhadap ketentuan hukum pemberian nama anak sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, atau pengembangan program edukasi hukum bagi Masyarakat. 

B. Metodologi
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum (legal research) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (field research). Bentuk penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dan substansi norma hukum, tetapi juga menyangkut bagaiman norma yang berlaku ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pemberian nama anak sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan peraturan terkait administrasi kependudukan. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap aturan yang ada dalam praktik kehidupan sehari-hari. Teknik analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum mengenai pemberian nama anak dengan praktik dan pemahaman masyarakat di lapangan (Armia, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan
Salah satu hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir adalah identitas hukum atau identitas anak. Pengakuan negara ini diwujudkan melalui sistem administrasi kependudukan yang memberikan kepastian hukum atas status seseorang dalam masyarakat(Sugeng, 2023). Unsur penting dalam identitas hukum tersebut salah satunya adalah pemberian nama, yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda personal melainkan menjadi dasar bagi pemenuhan hak sipil seseorang.

Pemenuhan hak sipil seseorang dari negara seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan pelayanan publik lainnya (Purba et al., 2019). Pemberian nama dan pencatatannya dalam dokumen kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak anak (Nurhimmi Falahiyati, 2021). Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskaan kepada setiap anak berhak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak atas nama serta kewarganegaraannya (Prameswari et al., 2024). Dalam tingkat nasional jaminan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan hukum ini menunjukan bahwa negara menempatkan administrasi kependudukan sebagai instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak warga negara terkhusus hak pada anak (Muhimah, 2022).

Data yang didapatkan dari masyarakat Desa Sungai Raya ini menempatkan konsep kesadaran hukum sevafai pisau analisis. Menurut Soerjono Soekanto merumuskan empat  pilar indikarr berjenjang mengukur kesadaran hukum seseorang, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, yang berjenjang dari taraf paling dasar hingga taraf paling tinggi (Soekanto, 1977).  

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022

Pada indikator paling dasar pengetahuan terhadap prosedur hukum yang mengatur pendaftaran kelahiran dan pencatatan nama anak, mayoritas masyarakat Desa Sungai Raya menunjukan pemahaman yang tinggi. Hal ini dapat tergambar dari hasil data analisis penelitian dibawah ini ;
Gambar 1. Pengetahuan prosedur pendaftaran kelahiran dan pencatatan nama anak
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Sebanyak 28 dari 30 responden masyarakat Desa Sungai Raya atau 93,3% menyatakan memahami prosedur pendaftaran kelahiran dan pencatatan nama anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara hanya 2 responden atau 6,7% yang belum memahaminya. Hasil analisis ini konsisten dengan pola yang juga ditemukan dalam berbagai kajian hukum di tingkat desa, di mana masyarakat pada umumnya sudah cukup familiar dengan alur teknis pengurusan dokumen kependudukan karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan praktis sehari-hari.
Namun ketika pertanyaan bergeser dari sekadar mengetahui adanya prosedur menuju memahami dasar hukum teknis yang melandasi prosedur tersebut, tingkat pemahaman responden menurun cukup jauh, sesuai dengan hasil gambar dibawah ini :

Gambar 2. Pengetahuan tentang Permendagri Nomor 73 Tahun 2022
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Terdapat 16 dari 30 responden atau 53,3% yang mengetahui keberadaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pencatatan nama pada dokumen kependudukan, sedangkan 14 responden atau 46,7%  lainnya belum mengetahui adanya regulasi tersebut. Penurunan hampir 40 poin persentase antara pengetahuan prosedural dan pengetahuan substantif ini menegaskan adanya jarak antara pengetahuan hukum pada tataran paling dasar dengan pemahaman hukum pada tataran isi peraturan. Dengan kata lain, masyarakat Desa Sungai Raya secara umum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika hendak mencatatkan nama anak, tetapi belum tentu memahami mengapa ketentuan tersebut diatur sedemikian rupa dan atas dasar hukum apa ketentuan itu berlaku(Soekanto, 1977).

Masyarakat pada umumnya baru mengetahui substansi ketentuan teknis penulisan nama setelah mengalami penolakan berkas, bukan karena telah memahaminya sejak awal melalui jalur sosialisasi formal(Priadi & Roza, 2025). Kesenjangan antara pengetahuan prosedural yang tinggi dan pemahaman substantif yang masih terbatas ini memperkuat dalil sosiologi hukum mengenai jarak antara law in the books dan law in action, yaitu kondisi ketika norma hukum secara formal sudah berlaku namun belum sepenuhnya dihayati dan dipahami maknanya oleh subjek hukum yang seharusnya tunduk pada norma tersebut.

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 berada pada kategori sedang menuju cukup baik, dengan pola yang asimetris. Pada aspek pengetahuan prosedural, tingkat pemahaman tergolong tinggi. Namun pada aspek pemahaman substansi regulasi yang menjadi dasar hukum dari prosedur tersebut, tingkat pemahaman masyarakat baru mencapai separuh dari populasi responden. Dalam kerangka indikator kesadaran hukum Soekanto, posisi ini menempatkan masyarakat Desa Sungai Raya pada jenjang antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, dan belum sepenuhnya bergerak menuju jenjang sikap hukum maupun pola perilaku hukum yang utuh.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut dalam praktik administrasi kependudukan

Pada faktor internal, seluruh responden dari masyarakat Desa Sungai Raya yakni 100% menyatakan setuju bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami peraturan tertulis, termasuk Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 3.  Tingkat Pendidikan dalam memahami aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022
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Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri menyadari adanya hubungan antara latar belakang pendidikan dan kapasitas literasi hukum mereka. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kapasitasnya untuk mencerna dan memaknai ketentuan hukum yang bersifat teknis dan tertulis. Pendidikan dalam konteks ini berfungsi sebagai modal literasi dasaryang memudahkan seseorang mengurai istilah, struktur, dan logika normatif dari sebuah peraturan perundang undangan.

Pada faktor eksternal, Sebanyak 25 dari 30 masyarakat Desa Subgai Raya atau 83,3% respoden menyatakan bahwa informasi mengenai ketentuan pemberian nama anak relatif mudah diperoleh di Desa Sungai Raya, sedangkan 5 responden atau 16,7% menyatakan sebaliknya, seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.  Pemberian informasi mengenai pemberian nama anak oleh petugas Desa Sungai Raya
Ketersediaan akses informasi yang relatif baik ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, bahwa perangkat desa memiliki peran krusial sebagai penghubung informasi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, tingginya angka kemudahan akses informasi ini menyisakan sebuah pertanyaan penting apabila dikontraskan dengan data pada pembahasan sebelumnya, yakni mengapa kemudahan mengakses informasi yang mencapai 83,3% tidak berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan substansi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang hanya mencapai 53,3%.
Gambar 5  Tingkat Pendidikan dalam memahami aturan Permendagri Nomor 73
Tahun2022


Perbedaan ini mengindikasikan bahwa informasi yang tersedia dan mudah diakses di tingkat desa kemungkinan besar masih bersifat administratif dan prosedural, misalnya persyaratan dokumen dan alur pengurusan, dan belum sepenuhnya menyentuh substansi normatif dari peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Pola ini juga ditemukan pada penelitian mengenai hambatan implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah, yang menunjukkan bahwa sosialisasi substansi peraturan kerap kalah prioritas dibandingkan penyelesaian layanan administratif harian yang bersifat teknis dan mendesak. Dengan demikian, kemudahan akses informasi semata tidak otomatis menjamin pemahaman substantif, karena kualitas dan kedalaman informasi yang disampaikan turut menentukan sejauh mana masyarakat benar benar memahami dasar hukum dari sebuah kebijakan, bukan sekadar mengetahui langkah teknis pelaksanaannya.

Pengaruh gabungan antara faktor pendidikan dan faktor akses informasi turut menguatkan hasil kajian pada masyarakat desa di wilayah lain (Moodoeto et al., 2025), yang menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum warga terhadap administrasi kependudukan umumnya dipicu oleh kombinasi antara keterbatasan literasi masyarakat dan minimnya intensitas sosialisasi substantif dari aparat, bukan oleh satu faktor tunggal yang berdiri sendiri. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan yang belakangan diterapkan oleh pemerintah, seharusnya juga diikuti dengan penguatan literasi substansi hukum. Tujuannya pemenuhan hak identitas anak benar benar dipahami maknanya oleh masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.

Faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak dalam praktik administrasi kependudukan bersifat kumulatif. Sifat kumulatif yang dimaksud adalah  perpaduan antara kapasitas literasi individu yang dibentuk oleh tingkat pendidikan dan kualitas sosialisasi hukum yang disediakan oleh pemerintah desa yang saling melengkapi. Pendidikan membangun kapasitas kognitif untuk memahami bahasa dan logika hukum, sementara sosialisasi substantif dari pemerintah desa menjadi jembatan yang menyampaikan isi peraturan kepada masyarakat secara langsung, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuian pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 berada pada kategori yang cukup baik. Masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap prosedur administratif pendaftaran kelahiran dan pencatatan nama, tetapi pemahaman terhadap substansi regulasinya masih terbatas.
Keterbatasan tersebut dipengaruhi secara kumulatif oleh tingkat pendidikan dan kualitas sosialisasi hukum. Meskipun akses informasi dari pemerintah desa relatif baik, informasi yang diterima cenderung berorientasi administratif dan prosedural sehingga belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman substantif masyarakat terhadap dasar hukum pemberian nama anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lliterasi hukum dan sosialisasi agar pemenuhan hak identitas anak tidak sekedar menjadi prisedur administratif, tetapi benar-benar dipahami sebagai bagaian dari perlindungan hak anak.

E. Referensi
Armia, M. S. (2022). Penentuan dan Metode Pendekatan Penelitian Hukum (C. Fahmi (ed.)). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Barezi, R. (2021, October 27). Pentingnya Identitas Kelahiran Anak Sebagai Dasar Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat. https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/pentingnya-identitas-kelahiran-anak-sebagai-dasar-pelayanan-publik

Diahwhyuningtyas, A., & Adit, A. (2025, June 24). 10 Provinsi dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tertinggi di Indonesia 2025, Mana Saja? . Kompas. https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/24/070000565/10-provinsi-dengan-kepemilikan-akta-kelahiran-tertinggi-di-indonesia-2025

Eka Nurtiara, Afrizal Afrizal, & Ella Afnira. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan Tahun 2024. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(3), 338–355. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.1026

Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, 3(1). https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395

KumparanNews. (2026, August 11). BPS: 6 Persen Anak RI Belum Punya Akta Kelahiran, Baru Diurus Saat Mau Sekolah. Kumparan News. https://kumparan.com/kumparannews/bps-6-persen-anak-ri-belum-punya-akta-kelahiran-baru-diurus-saat-mau-sekolah-27xqhZzY6yO/3

Mansien, A. P. (2020). Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 128–150. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.109

Maskur, A., Shabir, M., Hapsin, A., Rismana, D., & Purwanto, J. (2024). Optimizing Legal Protection: Addressing the Disparity of Sanctions Regarding Personal Names in Birth Certificates as Population Documents. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 21–33. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10521Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS ANAK MELALUI DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONEBOLANGO. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 537–548. https://doi.org/10.62335/0m47ys36

Muhimah, U. U. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 53. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15879

Nadira, F. (2026, August 11). 4,5 Juta Anak RI Tak Punya Akta Kelahiran, Rentan Perdagangan Orang  Baca artikel CNBC Indonesia "4,5 Juta Anak RI Tak Punya Akta Kelahiran, Rentan Perdagangan Orang. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260811144325-33-758304/45-juta-anak-ri-tak-punya-akta-kelahiran-rentan-perdagangan-orang

Nurhimmi Falahiyati, A. A. (2021). PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children’s Village Medan). JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 65–74. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697

Prameswari, B. P., Lunardy, J., & Lias, S. A. (2024). Studi Kasus Greenwashing Perfetti Van Melle dari Sudut Pandang Etika Bisnis. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 334–337. https://doi.org/10.5281/zenodo.13453558

Pratiwi, I. C., & Rahman, A. Z. (2025). VALUASI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN. NOVA IDEA, 2(2), 80–98.

Priadi, A., & Roza, D. (2025). Kewenangan Bupati Dalam Menentukan Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(1), 55–66. https://doi.org/10.31933/w3btxz22

Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. PERSPEKTIF, 8(2), 77–83. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597

Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(6), 462. https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742

Sr, D. R. A. (2023). Tinjauan Yuridis Konsistensi Pencatatan Nama Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Universitas Indonesia.

Sugeng, T. A. (2023). PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN. FENOMENA, 21(2), 186. https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3778

Suharti, T., Hastuti, N. T., Sariono, J. N., & Kumala, M. T. (2025). Sosialisasi Sistem Kependudukan Anak Untuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak. Jurnal ABDIRAJA, 8(2), 101–109. https://doi.org/10.24929/adr.v8i2.4257

Sukranatha, A. A. K., & Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1). https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160

Sulastri, S., Haryanto, I., Ramadhani, D. A., Suwarsit, S., Sakti, M., Latri, A. A., Dori, E., Firdaus, M. B., Afifa, E. N., & Rabiah, S. (2025). Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 5(4), 1587–1596. https://doi.org/10.54082/jamsi.2042
Wafiya. (2025). Sosialisasi Hukum Pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama:Studi Kasus diKelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu. JPM: Pemberdayaan Inovasi dan Perubahan, 5(3).

Yulianto, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran Yang Telah Melampaui Batas Waktu. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6(1), 83–105. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i1.197


